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Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan
upaya pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem
ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan
pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat serta optimalisasi pelayanan
publik pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat,
Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti, dan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952),



CATATAN

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21), Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039), dan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137).

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai
nomenklatur, diatur mengenai RSUD Muhammad Zein, diatur mengenai unit
pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, diatur mengenai unit pelaksana
teknis laboratorium keehatan masyarakat tingkat Il, diatur mengenai jabatan
pada unit pelaksana teknis, diatur mengenai unit pelaksana teknis puskesmas,
diatur mengenai tata kerja diatur mengenai pembiayaan, dan diatur mengenai
ketentuan penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026.



